PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : KH. Abdul Halim No. 233 Telp./Fax. (0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor (ol TAHUN 2018
TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AN-NASHIR
DESA KASTURI KECAMATAN CIKIJING KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbeng  : a. bahwa memperhatikan surat Penyelenggara Kelompok Bemmain [KB)
AN-NASHIR Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka Nomor
421.1/07/KB-Annashir//2018 tanggal 10 Januari 2018 perihal Permohonan
Perpanjangan Izin Penyelenggaraan PALUD, surst Rekomendasi Kepala UPTD
Pendidikan Kecamatan Cikiiing Nomaor 421.1/010-UPTD PendIDIKAN tanggal
10 Januar 2018 dan berdasarkan hasil verifikasi yang dilaksanakan oleh Tim
Verfikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas
Pendidikan Kabupaten Majalengka.

0. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesual dengan ketentuan
Paszal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, dipandang peru diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain (KB} AN-NASHIR Desa Kasturi
Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka,

Mengingat . 1. Undang-Undang Momar 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara ‘Republik
indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomer 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2003 MNomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 4301)

3. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 fentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah
beberapa kall terakhir dengan Undang-Undang Momor & Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemarintah Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomoar
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

4. Undang-Undang ..........



10.

11.

12,

Peraturan Pemerintah Momor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasionsl
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nornor
41, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Momor 4496)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Momor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Momar 18 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2015 Momor 45, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomaor 56701

Peraluran Pemerntah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provingi dan Pemerintah
Kabupaten/ota (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2007
Momar B2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Momar 4737);

Peraturan Pemerintah Momor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2007 Momer 88,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia Nomor 4750);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan
(Lembaran Megara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Momor @1, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolsan dan
Penyslenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nornor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomar 5105)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Megara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun
20049 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini:

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81
Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Monformal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor B77); sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menter Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Momor B4
Tahun 2014 tentang Pendian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1278)

Perauran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang
Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah

Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun
2003 tentang Crganisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor B) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daeran Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkal Daerah Kabupaten
Majalengka,;



MEMUTUSKAN
Menetapkan

KESATU . Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok
Bermain (KB) AN-NASHIR Desa Kasturi Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka
dengan ketentuan sebagal berikul :

1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang beriaku,

2. Dalam hal melaksanakan proses Kegiatan Belajar Mengajar dan Kurikulum yang
digunakan mengikuti petunjuk dan Peraturan yang berlakuy;

3. Penyelenggara berkewsjiban menyampaikan laporan tertulis  mengenai

perkembangan lembaga sefiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Majalengka;

4, Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syaratkelancaran berdirinys
Lembaga Pendidikan Anak Usian Dini (PAUD) termaksud Tenaga Pendidik
menjadi tanggungjawab Yayasan/Penyelenggara.

KEDUA ©lzin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU beraku selama memenuhi
kelentuan dan dievaluasi sefiap fahun, apabila ferjadi pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan pelaksanaan penyelengaraan Kelompok Bermain (KB) tersabut,
maka izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) akan dicabut

KETIGA . Dengan berlakunya Kepulusan ini, maka kepulusan Kepala [hnas Pendidikan
Kabupaten Majalengka Momor 257 TAHUN 2014 tanggal 11 Juli 2014 dicabut dan
dinyatakan fidak berlaku.

KEEMPAT . Kepulusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian han terdapat kekeliruan dan atau kesalahan didalamnya akan diadakan
perbaikan atau perubshan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka

Pada Tanggal 2{ Srovecen’ 24P
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IMANPRAMUDYA SUBAGJA

Tembusan :

1. ‘th. Bupali Majalengka;

2. ith. Direkiur Pembinaan PALD Ditjen PAUD dan OIKMAS Kemendikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa di Bandung;

4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikijing di Cikijing.



YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM

" AN-NASHIR ”

Kasturi Cikijing - Majalengka Telp. (0233) 319468 - (022) 7200863

SURAT KEPUTUSAN

EETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor ; 421 /KB ANNASHIR/VIL2007
TENTANG

PEMBENTUKAN YAYASAN PENDIDIKAN [SLAM KOBER AN-NASHIR

MENIMBANG

MENGINGAT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN !

PERTAMA

a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan
Belayjar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dim, dipandang perlu
menvelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),

b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6
tahun yang belum mendapat pendidikan,

c. bahwa berdasar butir a dan butir b terscbut di atas perlu diadakan
Pendidikan Anak Usia Dim di Kelurahan Kasturi Kecamatan Cikijing

Kabupaten Majalengka
a. Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan
Daerah;

b. Undang — Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

¢. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

d. Keputusan Menten Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendinian
kelompok Bermain dan Penitipan Anak

¢. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/11/1997
Temang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok
Bermain dan Pentipan Anak;

f. Peraturan Menten Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra
sckolah;

g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun [992 tentang Peran serta
Masyarakat dalam Pendidikan Nasional,

h. Peraturan Pemenintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan;

.. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar
Masional Pendidikan Anak Usia Dim,

1. Peraturan Menter1 Nomor 17 Tahun 2010 Ientﬂng Pengelolaan dan
pevelenggaraan pendidikan;

k. Peraturan Menten Pendidikan Nasional Numur 36 Tahun 2010 tentang
Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional,

Membentuk Penyelenggaraan YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
KROBER AN-NASHIR



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

PETIKAN

SALINAN

Menugaskan  Penyelenggara/Pengelola KB  AN-NASHIR  untuk
melaksanakan tugas dan fungsinva dalam kegiatan penyelenggaraan
Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dan persiapan, pelaksanaan
sampai pelaporan,

Menugaskan tenaga Pendidik KB PAUD AN NASHIR untuk
melaksanakan tugas dan fungsinva dalam kegiatan PAUD sesuai dengan
jadwal vang telah ditentukan

Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibcbankan kepada pihak pengelola/
penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana vang relevan,

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
imi akan diadakan perbatkan sebagaimana mestinya.

di  : Kastun
LT Jum 2007
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Dhisampaikan kepada
vang bersangkutan
dst.



